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Pengantar Redaksi

Jelang digelarnya hajatan akbar pesta demokrasi
Pemilukada, suhu politik di berbagai daerah mulai memanas.
Beberapa media mulai melansir berbagai berita seputar persiapan
dan kandidat bakal calon yang akan berkompetisi. Persoalan
menarik yang selalu menjadi bagian dari electoral Pemilukada
ini adalah munculnya berbagai persoalan seputar pencalonan,
sengketa penghitungan suara hingga antusiasme rakyat untuk
ikut berpartisipasi dalam Pemilukada.

Pilkada yang telah dimulai sejak pertengahan 2005 secara
langsung telah membuat sistem demokrasi Indonesia melangkah
dari sistem demokrasi perwakilan ke sistem demokrasi langsung
vang lebih merepresentasikan kedaulatan rakyat. Harapan
masyarakat sendiri sangat besar terhadap Pilkada secara
langsung karena masyarakat merasa dengan dilaksanakannya
demokrasi langsung akan terpilih para pemimpin lokal yang
memiliki integritas, kredibel, dan absah. Pilkada langsung
merupakan mekanisme demokrasi dalam rangka rekrutmen
pemimpin di daerah di mana rakyat secara menyeluruh
memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon yang
didukungnya. Sebab, sebagus apapun sebuah negara yang ditata
secara demokratis, tidak akan dianggap benar-benar demokratis
manakala pemimpin-pemimpinnya tidak dipilih secara bebas
oleh rakyatnya sendiri. Pemilihan selalu dijadikan tolak ukur
untuk menentukan sebuah negara demokratis atau tidak.
Demokrasi memang tidak semata-mata ditentukan oleh ada
tidaknya pemilihan oleh rakyat atas pemimpin-pemimpinnya.
Pemilihan memerlukan perangkat lain untuk mendukung proses
pemilihan.

Sejumlah  argumentasi dan asumsi yang memperkuat
pentingnya pilkada langsung adalah: Pertama, pilkada
diperlukan untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas para elit
politik lokal, termasuk kepala-kepala daerah. Kedua, pilkada
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Pro diperlukan 'untuk menciptakan stabilitas politik dan efektifitas

. pemerintahan di tingkat lokal. Ketiga, pilkada akan memperkuat
. dan meningkatkan kualitas seleksi kepemimpinan nasional

: - “karena makin terbuka peluang bagi munculnya pemimpin-

~ pemimpin nasional yang berasal dari bawah dan/atau daerah.

.7 Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan desentralisasi dan

otonomi daerah yaitu dalam rangka pelatihan dan kepemimpinan
nasional. Namun demikian penyelengaraan Pilkada di berbagai
daerah masih syarat berbagai kekurangan. Salah satunya adalah
persoalan sistem pengawasan. Juga kekacauan pengaturan dalam
proses pembentukan panitia pengawas Pilkada. Pembentukan
panitia pengawas (panwas) menimbulkan ketegangan antara

- Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu).

Akhirnya pada kesempatan ini, ijinkan redaksi
menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan
partisipasi semua pihak terutama kepada mitra bestari yang
telah meluangkan waktu, energi dan pikiran untuk mengoreksi
artikel hingga layak untuk diterbitkan dan kepada penulis
yang - telah berpartisipasi menyumbangkan pemikiran, ide
dan gagasan kepada Jurnal Konstitusi. Semoga jurnal ini
memberikan manfaat dan menambah khasanah pengetahuan
mengenai perkembangan hukum dan konstitusi di Indonesia
juga bermanfaat dalam upaya membangun konstitusional
Indonesia serta budaya sadar konstitusi.

~ Selanjutnya saran dan kritik membangun kami harapkan
untuk perbaikan jurnal kedepan. Dan selamat membaca.
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